BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan

Hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa dalam
penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ponu dimana masyarakat desa
Ponu melakukan penolakan terhadap hasil pemilihan dapat disimpulkan
bahwa: Peran Tokoh Adatmenunjukkan bahwa tokoh adat mampu
memberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran
mereka (tokoh adat) dengan baik, hal tersebut tentunya ditunjang dengan
Tingkat pengetahuan mereka (tokoh adat) terhadap adat istiadat yang berlaku
berhubungan dengan penyelesaian konflik atau sengketa, dengan tingkat
Netralitas yang ditunjukkan dalam menjatuhkan sanksi adat kepada warga
tanpa memihak pernyataan adat.Sedangkan dalam Proses penyelesaian
sengketa pemilihan kepala desa, para tokoh adat menunjukkan Tingkat
kemampuan mereka dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sengketa
proses pemilihan, tokoh adat juga mampu melakukan pemetaan
sengketa/masalah yang memicu adanya penolakan tersebut, disamping itu juga
melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan instansi pemerintah
terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan, melakukan
evaluasi kepada penyelenggara pemilu terkait hal ikhwal penyelesaian
sengketa proses pemilihan, dan meminta penyertaan masyarakat dalam

memberikan informasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilihan.
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52.Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil olahan data wawancara maupun
analisis yang dilakukan maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang
dapat dijadikan saran bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memilih
pimpinan di desa, diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten perlu melakukan sosialisasi tentang proses
pemilihan kepala desa. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala
desa yang di laksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku di daerah
tersebut.

2. Panitia Pemlihan kepala Desa (elemen masyarakat, pemerintah maupun
tokoh adat) perlu memiliki pemahaman bahwa dalam proses demokrasi di
desa (pemilihan kepala desa) semua warna negara memiliki hak yang sama
(hak untuk memilih dan dipilih).

3. Tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses pemilihan
kepala desa (Proses demokrasi di desa) perlu di lakukan secara utuh

termasuk menerima hasil pemilihan.
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